
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat 
mengurangkan atau. menghapuskan sanksi administratif 
berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang; 

b. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
juga berimplikasi pada perekonomian nasional dan 
kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya 
stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya 
memberikan kebijakan Penghapusan Sanksi 
Administratif Berupa Denda Terhadap Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi 
Administratif Berupa Denda Terhadap Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
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BAB II 
PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 2 

(1) Besarnya Sanksi Administratif berupa denda yang timbul akibat PBB-P2 
terutang yang tidak atau belum dibayar atau terlambat dibayar yang 
terdapat pada Sistem Aplikasi Online Bank Pembangunan Daerah Bali 
dihapuskan. 

(2) Bupati menunjuk Kepala BPKAD untuk melaksanakan Penghapusan 
Sanksi Administratif Berupa Denda terhadap PBB-P2. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem. 
3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat 

BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Karangasem. 

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan. 

6. Penghapusan Sanksi Administratif denda PBB-P2 adalah penghapusan 
denda PBB-P2 yang terutang. 

7. Proses Penghapusan Sanksi Administratif berupa denda pembayaran 
PBB-P2 terhutang adalah proses yang dilakukan pada Sistem Aplikasi 
Online Bank Pembangunan Daerah Bali. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKS! 
ADMINISTRATIF BERUPA DENDA TERHADAP PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Karangasem Nomor 12); 

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 8); 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KARA GASEM TAHUN 2021 NOMOR 39 

Diundangkan di Amlapura 
pada tanggal 23 Agustus 2021 

ERAH KABUPATEN KARANGASEM, 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 23 Agustus 2021 

f, BUPATI KARANGASEM,(f 

~ 

1 I GEDE DANA 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2021. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karangasem. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Penghapusan Sanksi Administratif berupa denda terhadap PBB-P2 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila 
pembayaran belum dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 
dan setelahnya harus dilakukan penetapan ulang. 

Pasal 4 

(1) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 dilakukan terhadap proses pembayaran PBB-P2 terhutang dari Tahun 
1994 sampai dengan Tahun 2021. 

(2) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 
31 Desember 2021. 

Pasal 3 
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